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Abstrak
 

Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan

mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan

smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata

niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan transaksi bijih nikel di bawah Harga Patokan

Mineral (HPM) Logam akibat dari selisih perbedaan hitungan kadar nikel yang dilakukan oleh

perusahaan surveyor. Permasalahan tersebut diduga muncul akibat dari penunjukan langsung satu

perusahaan surveyor, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), untuk perusahaan-perusahaan smelter di

Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Maka, penulis membahas fenomena tersebut dengan

tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi praktik diskriminasi yang

dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pada penunjukan Anindya sebagai surveyor untuk perusahaan-perusahaan smelter di IMIP. Dalam

menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan

kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus penunjukan Anindya sebagai surveyor, kemudian

menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU

No. 5 Tahun 1999, serta memberikan saran berupa rekomendasi agar dibuatnya pengaturan pedoman serta

lembaga pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan swasta. Hasil dari penelitian oleh

penulis adalah terpenuhi dan terbukti adanya praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun

1999 terhadap penunjukan Anindya sebagai surveyor di kawasan IMIP.

......The urgency of downstream mineral mining commodities, especially nickel, began with the enactment of

Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, which was last amended by Law no. 11 of 2020 on Job

Creation, which has a mission to encourage a shift in mineral management, namely from upstream to

downstream. As a result, the Government encourages the acceleration of smelter construction in facilitating

nickel downstream. However, the problem is that in the practice of nickel trading, there are still smelter

companies that carry out nickel ore transactions below the Metal Mineral Reference Price (HPM) due to

differences in the calculation of nickel levels carried out by surveyor companies. The problem is suspected

to have arisen because of the direct appointment of a surveyor company, PT Anindya Wiraputra Konsult

(Anindya), for smelter companies in the Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Therefore, the author

discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential for
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discriminatory practices that are prohibited by Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition on the appointment of Anindya as a surveyor for

smelter companies at IMIP. In analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a

qualitative approach, in which the author describes the case of Anindya's appointment as a surveyor, then

analyzes it based on the provisions of business competition law through the elements of Article 19 letter d of

Law no. 5 of 1999, as well as providing suggestions in the form of recommendations for the establishment

of guidelines and supervisory agencies for the procurement of goods and/or services by private companies.

The results of the research by the author are fulfilled and proven there is discriminatory practices in

accordance with Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999 on the appointment of Anindya as a surveyor in the

IMIP area.


